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. Imbauan

Kepada Yith.

Tim Kampanye/Pemenangan Paslon Presiden dan
Wakil Presiden Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(sebagaimana terlampir)

di -

Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tahapan kampanye Pemilihan
Umum Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan
menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum:
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang
Sentra penegakan Hukum Terpadu;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024:




10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemiluy;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur:

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf |
dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT Anggota
DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, dan Anggota DPRD
kabupaten/kota untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota
DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan

2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i
dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya
Masa Tenang.

C. Bahwa ketentuan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Masa Tenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara”;

D. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf B dan
huruf ¢, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2023 bahwa jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan berakhir pada
tanggal 10 Februari 2024 dan Masa Tenang akan dimulai pada tanggal 11
Februari 2024 s.d 13 Februari 2024.

E. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf B, C dan
D, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap
pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Tim Kampanye/Pemenangan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Daerah Provinsi Kalimantan Timur
untuk:

1. Memperhatikan dan mematuhi pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
tentang Kampanye Pemilu yakni Masa Tenang berlangsung selama 3
(tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara dan Pada Masa Tenang




Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk
apapun” sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar Tim
Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Daerah  Provinsi Kalimantan Timur untuk segera melakukan
penertiban/menurunkan Alat Peraga Kampanye secara mandiri sebelum
dimulainya masa tenang dan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi
kampanye pada masa tenang;

2. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai masa
tenang pada tahapan kampanye pemilu sebagaimana diatur pada pasal 278
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
yakni selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan
imbalan kepada Pemilih untuk:

Tidak menggunakan hak pilihnya;

Memilih Pasangan Calon;

Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;

Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

tertentu; dan/atau

e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

3. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai larangan
kampanye diluar jadwal pada tahapan kampanye pemilu sebagaimana diatur
pada pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yakni “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye
Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah)”;

4. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai larangan
mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada tahapan masa tenang
sebagaimana diatur pada pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yakni “Setiap orang yang mengumumkan hasil
survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”;

5. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai larangan
pada masa tenang sebagaimana diatur pada pasal 523 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni “Setiap
pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang
atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”;

F. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu
dan/atau ajakan untuk memilih pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada
huruf E diatas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur akan menindaklanjuti dugaan
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pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terimakasih.
Ketua,

%/b" @umwm to

Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur
3 Arsip




Lampiran Surat
Nomor : 34/PM.00.01/K.KI/02/2024
Tanggal Surat: 07 Februari 2024

TIM KAMPANYE/PEMENANGAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tim Nasional Pemenangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar
(TIMNAS AMIN) Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (TKN
Prabowo Giibran) Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (TPN Ganjar
Mahfud) Daerah Provinsi Kalimantan Timur




